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ABSTRAK 
Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bertujuan 
meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun, realisasi Kredit Pemilikan 
Rumah (KPR) FLPP tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan 
pembiayaan dan kesiapan bank penyalur, tetapi juga oleh kelayakan 
finansial calon debitur. Salah satu faktor yang semakin penting adalah 
riwayat pinjaman online setelah penyelenggara Layanan Pendanaan 
Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) terintegrasi dalam 
Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK). Artikel ini bertujuan menganalisis dampak pinjaman online 
terhadap realisasi KPR FLPP melalui studi kepustakaan dan analisis 
kebijakan terhadap regulasi OJK, informasi BP Tapera, serta literatur 
mengenai credit information sharing dan manajemen risiko kredit. Hasil 
analisis menunjukkan bahwa pinjaman online memengaruhi proses 
KPR FLPP melalui keterbukaan data kewajiban dalam SLIK, penilaian 
kolektibilitas, kapasitas membayar, persepsi risiko bank, dan 
pembaruan status pelunasan. Kebijakan OJK tahun 2026 yang 
membatasi informasi SLIK pada kredit di atas Rp1 juta serta 
mempercepat pembaruan status pelunasan menjadi paling lambat tiga 
hari kerja berpotensi mengurangi hambatan administratif bagi calon 
debitur. Meskipun demikian, prinsip kehati-hatian bank tetap menjadi 
dasar utama dalam penilaian kelayakan kredit. 
Kata Kunci: Pinjaman online, SLIK OJK, KPR FLPP, MBR, Pembiayaan 
Perumahan. 

ABSTRACT 
The Housing Financing Liquidity Facility (FLPP) program aims to increase 
access to home ownership for Low-Income Communities (MBR). However, the 
realization of FLPP Home Ownership Loans (KPR) is influenced not only by 
the availability of financing and the readiness of the distributing bank, but also 
by the financial viability of prospective borrowers. One increasingly important 
factor is the history of online loans after the Information Technology-Based Joint 
Funding Service (LPBBTI) providers were integrated into the Financial 
Information Services System (SLIK) of the Financial Services Authority (OJK). 
This article aims to analyze the impact of online loans on the realization of FLPP 
mortgages through a literature review and policy analysis of OJK regulations, 
information from the Tapera Fund Management Agency (BP Tapera), and 
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literature on credit information sharing and credit risk management. The 
analysis results show that online loans affect the FLPP mortgage process 
through the transparency of liability data in SLIK, collectibility assessments, 
repayment capacity, bank risk perception, and repayment status updates. The 
OJK's 2026 policy, which limits SLIK information to loans above IDR 1 million 
and accelerates repayment status updates to a maximum of three business days, 
has the potential to reduce administrative barriers for prospective borrowers. 
Nevertheless, the principle of bank prudence remains the primary basis for 
assessing creditworthiness. 
Keywords: Online loans, OJK's SLIK, FLPP mortgages, MBR, Housing 
Finance. 

 
PENDAHULUAN 

Kepemilikan rumah merupakan kebutuhan dasar sekaligus instrumen penting 

pembentukan kesejahteraan keluarga. Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), akses 

terhadap rumah layak sering kali terkendala oleh harga tanah, keterbatasan tabungan awal, 

ketidakpastian penghasilan, dan rendahnya kemampuan mengakses pembiayaan jangka 

panjang. Dalam konteks tersebut, Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan 

Perumahan (KPR FLPP) hadir sebagai skema pembiayaan bersubsidi yang mempertemukan 

tujuan sosial pemerintah dengan prinsip kehati-hatian perbankan. Di satu sisi, program ini 

bertujuan memperbesar akses masyarakat terhadap hunian layak. Di sisi lain, bank penyalur 

tetap harus memastikan bahwa calon debitur memiliki kapasitas membayar cicilan selama tenor 

kredit yang relatif panjang. 

Realisasi KPR FLPP tidak hanya dipengaruhi oleh faktor permintaan masyarakat dan 

ketersediaan unit rumah dari pengembang. Proses realisasi juga ditentukan oleh kesiapan 

dokumen debitur, validasi status penerima manfaat, kualitas unit rumah, legalitas tanah dan 

bangunan, kuota program, serta hasil analisis kredit bank. Salah satu komponen yang semakin 

menentukan dalam analisis kredit adalah informasi debitur dalam Sistem Layanan Informasi 

Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan. SLIK berfungsi sebagai infrastruktur informasi kredit 

yang membantu lembaga jasa keuangan menilai riwayat pembiayaan dan kewajiban calon 

debitur. Dengan informasi tersebut, bank dapat memperkirakan kualitas pembayaran, eksposur 

utang, dan risiko gagal bayar. 

Perkembangan pinjaman online atau pinjaman daring menambah kompleksitas baru 

dalam proses analisis KPR FLPP. Pinjaman daring pada dasarnya merupakan bagian dari 

ekosistem Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang 

mempertemukan pemberi dana dan penerima dana melalui sistem elektronik. Produk ini 

menawarkan kemudahan akses, kecepatan pencairan, dan proses berbasis aplikasi. Namun, 

kemudahan tersebut dapat menimbulkan risiko baru apabila pengguna tidak memahami beban 

bunga, biaya layanan, denda, dan konsekuensi keterlambatan pembayaran. Bagi calon debitur 
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KPR FLPP, riwayat pinjaman online dapat memengaruhi persepsi bank terhadap kualitas kredit, 

terutama apabila terdapat tunggakan, restrukturisasi, atau pola pembayaran yang tidak disiplin. 

Isu pinjaman online menjadi semakin relevan karena kebijakan SLIK OJK mengalami 

perkembangan penting. Melalui POJK Nomor 11 Tahun 2024 dan SEOJK Nomor 

11/SEOJK.01/2024, OJK memperluas cakupan pelapor dan data SLIK, termasuk LPBBTI. Dengan 

demikian, informasi pinjaman daring dari penyelenggara yang menjadi pelapor SLIK dapat 

menjadi bagian dari bahan pertimbangan lembaga jasa keuangan dalam proses analisis kredit. 

Perubahan ini memperluas basis informasi bank, tetapi pada saat yang sama menimbulkan 

pertanyaan baru: sejauh mana pinjaman online memengaruhi realisasi KPR FLPP, khususnya 

bagi MBR yang mungkin menggunakan pinjaman digital untuk kebutuhan konsumtif jangka 

pendek? 

Pada 2026, OJK juga menyampaikan kebijakan penguatan SLIK untuk mendukung 

percepatan program perumahan. Kebijakan tersebut antara lain menetapkan bahwa informasi 

yang ditampilkan dalam laporan SLIK adalah kredit atau pembiayaan dengan nominal di atas 

Rp 1 juta, baik berdasarkan plafon maupun baki debet setiap debitur. OJK juga memutuskan 

percepatan pembaruan status pelunasan pinjaman dalam SLIK menjadi paling lambat tiga hari 

kerja setelah pelunasan, dengan implementasi paling lambat akhir Juni 2026. Selain itu, OJK 

menegaskan bahwa data SLIK tidak secara otomatis menentukan diterima atau ditolaknya kredit; 

SLIK adalah salah satu bahan pertimbangan dalam analisis kredit, sedangkan keputusan tetap 

berada pada lembaga jasa keuangan dengan prinsip kehati-hatian. 

Perubahan kebijakan tersebut penting karena banyak calon debitur rumah subsidi 

menghadapi hambatan administratif akibat catatan kredit bernilai kecil, termasuk catatan 

pinjaman digital. Dalam praktik, catatan pinjaman berjumlah kecil dapat menunda proses akad 

apabila status pelunasan belum terbarui atau apabila bank memandang catatan tersebut sebagai 

sinyal risiko. Namun, jika semua catatan bernilai kecil diperlakukan sama dengan risiko kredit 

yang substantif, maka proses pembiayaan rumah subsidi dapat menjadi tidak proporsional. Di 

sinilah muncul dilema kebijakan: bagaimana menjaga kualitas portofolio kredit tanpa menutup 

akses MBR terhadap rumah layak hanya karena catatan kredit digital bernilai kecil atau terlambat 

diperbarui. 

Artikel ini bertujuan menganalisis efek pinjaman online terhadap realisasi proses KPR 

Perumahan FLPP dengan menempatkan kebijakan SLIK OJK terbaru sebagai variabel kebijakan 

utama. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: pertama, bagaimana posisi pinjaman online 

dalam ekosistem informasi debitur SLIK? Kedua, melalui mekanisme apa pinjaman online dapat 

memengaruhi keputusan dan proses realisasi KPR FLPP? Ketiga, bagaimana kebijakan SLIK OJK 

terbaru dapat mengurangi hambatan realisasi KPR FLPP tanpa mengabaikan prinsip manajemen 

risiko? Keempat, rekomendasi apa yang dapat diberikan kepada OJK, BP Tapera, bank penyalur, 

pengembang, dan calon debitur agar proses KPR FLPP menjadi lebih inklusif dan tetap 

bijaksana? 
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Kontribusi artikel ini terletak pada penggabungan perspektif pembiayaan perumahan, 

risiko kredit, pinjaman digital, dan regulasi SLIK dalam satu kerangka analisis. Sebagian besar 

diskusi publik mengenai KPR subsidi sering berfokus pada kuota, harga rumah, suku bunga, 

atau kesiapan pengembang. Sementara itu, dampak pinjaman online terhadap proses realisasi 

KPR FLPP belum banyak dibahas secara sistematis, padahal perkembangan SLIK membuat 

riwayat pinjaman digital semakin terlihat dalam proses penilaian kredit. Artikel ini diharapkan 

dapat menjadi masukan akademik dan kebijakan untuk memperkuat desain pembiayaan 

perumahan yang adil, akurat, dan berkelanjutan. 

LANDASAN TEORI  

KPR FLPP sebagai Instrumen Pembiyaan Perumahan 

FLPP merupakan instrumen pembiayaan perumahan yang diarahkan untuk memperluas 

akses MBR terhadap rumah layak melalui dukungan likuiditas dan skema KPR bersubsidi. 

Dalam ekosistem program ini, pemerintah menetapkan arah kebijakan dan kriteria penerima 

manfaat, BP Tapera mengelola aspek pembiayaan program, bank penyalur melakukan analisis 

kredit dan akad, sedangkan pengembang menyediakan unit rumah sesuai ketentuan. Artinya, 

FLPP bukan semata kebijakan perumahan, tetapi juga kebijakan pembiayaan yang 

membutuhkan koordinasi antarlembaga. 

Kinerja penyaluran FLPP menunjukkan skala program yang besar. BP Tapera mencatat 

bahwa realisasi penyaluran dana FLPP pada 10 November 2025 telah mencapai 220.251 unit 

rumah atau 62,93% dari target 2025, dengan nilai Rp27,34 triliun. Dana tersebut disalurkan 

melalui 39 bank penyalur, bekerja sama dengan 22 asosiasi perumahan dan 7.684 pengembang 

di berbagai wilayah Indonesia. Pada awal 2026, BP Tapera juga mencatat bahwa penyaluran KPR 

Subsidi FLPP periode 2010-2025 telah mencapai 1.877.747 unit. Data ini menunjukkan bahwa 

FLPP merupakan kebijakan pembiayaan berskala nasional yang sangat dipengaruhi oleh 

efektivitas proses analisis dan realisasi kredit. 

Namun, skala besar program juga menciptakan tantangan operasional. Setiap 

keterlambatan pada tahap verifikasi calon debitur, validasi SLIK, kesiapan unit, atau pembaruan 

status pelunasan dapat berdampak pada antrean akad dan target penyaluran. BP Tapera sendiri 

mencatat beberapa tantangan penyaluran pada 2025, antara lain perizinan, status Lahan Sawah 

Dilindungi, kesiapan unit, faktor SLIK, dan kemampuan mengangsur calon debitur. Dengan 

demikian, SLIK dan kemampuan membayar merupakan dua isu yang tidak dapat dipisahkan 

dari efektivitas realisasi KPR FLPP. 

Pinjaman Online dan Perubahan Perilaku Keuangan Rumah Tangga 

Pinjaman online memiliki karakteristik yang berbeda dari kredit perbankan konvensional. 

Proses pengajuan dilakukan melalui aplikasi, pencairan relatif cepat, persyaratan dokumen 

cenderung lebih sederhana, dan keputusan kredit menggunakan kombinasi data identitas, data 

digital, serta penilaian risiko penyelenggara. Kemudahan ini dapat membantu masyarakat 
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mengatasi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Akan tetapi, bagi rumah tangga MBR, pinjaman 

online juga dapat menjadi sumber tekanan keuangan apabila digunakan secara berulang untuk 

kebutuhan konsumtif, membayar cicilan lain, atau menutup kekurangan arus kas bulanan. 

Dari sudut pandang manajemen keuangan rumah tangga, pinjaman online dapat 

berdampak positif apabila digunakan secara terukur, legal, transparan, dan sesuai kemampuan 

bayar. Namun, dampaknya dapat negatif apabila terjadi over-indebtedness, yaitu kondisi ketika 

beban utang melampaui kemampuan pendapatan rutin. Dalam konteks calon debitur FLPP, 

kondisi ini penting karena bank akan menilai apakah calon debitur mampu menanggung cicilan 

KPR setelah mempertimbangkan kewajiban lain yang telah berjalan. Jika pinjaman online 

meningkatkan total beban cicilan, maka ruang kemampuan membayar KPR menjadi lebih kecil. 

Risiko pinjaman online juga berkaitan dengan keterlambatan pembayaran. Tunggakan 

kecil sekalipun dapat memberikan sinyal kedisiplinan pembayaran yang kurang baik apabila 

tercatat dalam sistem informasi debitur. Bagi bank, keterlambatan tidak hanya dibaca sebagai 

masalah nominal, tetapi sebagai indikator perilaku pembayaran. Namun, pembacaan tersebut 

perlu dilakukan secara proporsional. Tunggakan pinjaman konsumtif bernilai kecil tidak selalu 

mencerminkan ketidakmampuan struktural untuk membayar KPR, terutama apabila telah 

dilunasi dan keterlambatan terjadi karena faktor administratif, salah paham biaya, atau 

keterlambatan pembaruan data. 

SLIK sebagai Infrastruktur Informasi Kredit 

SLIK merupakan sistem informasi yang dikelola OJK untuk mendukung pengawasan dan 

layanan informasi di sektor keuangan. Fungsi SLIK tidak hanya untuk mengetahui riwayat kredit 

debitur, tetapi juga untuk memperlancar penyediaan dana, penerapan manajemen risiko kredit 

atau pembiayaan, penilaian kualitas debitur, verifikasi kerja sama, dan peningkatan disiplin 

industri keuangan. Dalam konteks KPR FLPP, SLIK membantu bank memperoleh gambaran 

objektif mengenai riwayat fasilitas kredit calon debitur. 

Secara teoretis, SLIK dapat dipahami sebagai mekanisme untuk mengurangi interaksi 

dalam pasar kredit. Akerlof (1970) menjelaskan bahwa ketidakpastian kualitas dan ketimpangan 

informasi dapat menyebabkan pasar bekerja tidak efisien. Dalam kredit, bank tidak mengetahui 

secara sempurna kemampuan dan kemauan bayar calon debitur. Stiglitz dan Weiss (1981) 

menunjukkan bahwa dalam kondisi informasi tidak sempurna, kredit dapat dijatah karena 

lender tidak selalu menaikkan bunga untuk menutup risiko; bank cenderung melakukan seleksi 

dan pembatasan kredit. Oleh karena itu, sistem informasi kredit menjadi infrastruktur penting 

untuk menyaring risiko dan menurunkan ketidakpastian. 

Literatur credit information sharing menunjukkan bahwa pertukaran informasi 

antarlembaga keuangan dapat memperluas pasar kredit dan menurunkan risiko gagal bayar. 

Jappelli dan Pagano (2002) menemukan bahwa public credit registers dan private credit bureaus 

berkaitan dengan pasar kredit yang lebih luas dan risiko kredit yang lebih rendah. World Bank 

juga menekankan bahwa credit reporting systems dapat mengurangi interaksi, meningkatkan 
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disiplin peminjam, mendukung pengawasan risiko, dan membantu lender mengambil 

keputusan kredit secara lebih objektif. Dalam kerangka ini, SLIK secara prinsip dapat 

memperkuat kualitas analisis KPR FLPP. 

Namun, sistem informasi kredit juga memiliki potensi dampak apabila informasi 

diinterpretasikan secara kaku. Catatan negatif bernilai kecil atau status pelunasan yang belum 

terbarui dapat membuat calon debitur tertunda atau gagal memperoleh akses kredit, meskipun 

secara substantif memiliki kemampuan membayar. Dengan kata lain, kualitas data, ketepatan 

pembaruan, dan proporsionalitas interpretasi menjadi kunci agar SLIK mendukung ketersediaan 

akses keuangan, bukan menjadi hambatan yang tidak proporsional bagi MBR. 

Kebijakan SLIK OJK Terbaru dan Posisi LPBBTI 

POJK Nomor 11 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua atas ketentuan pelaporan dan 

permintaan informasi debitur melalui SLIK. Regulasi ini memperluas cakupan informasi debitur 

dan pelapor, termasuk sektor perasuransian, penjaminan, dan layanan pendanaan bersama 

berbasis teknologi informasi. SEOJK Nomor 11/SEOJK.01/2024 kemudian memberikan 

pengaturan teknis, antara lain penambahan pelapor wajib SLIK berupa perusahaan asuransi, 

perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, dan 

penyelenggara LPBBTI. Perluasan tersebut membuat data pinjaman online legal semakin 

terintegrasi dalam ekosistem informasi debitur. 

Selain itu, POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang LPBBTI mengatur penyelenggaraan layanan 

pendanaan berbasis teknologi informasi sebagai bagian dari sektor jasa keuangan. Regulasi ini 

memperkuat dasar hukum LPBBTI setelah berlakunya Undang-Undang Pengembangan dan 

Penguatan Sektor Keuangan. SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2025 kemudian mengatur lebih lanjut 

penyelenggaraan LPBBTI, termasuk aspek perlindungan pengguna, peringatan risiko, kriteria 

pemberi dana, publikasi kinerja pendanaan, dan batas maksimum manfaat ekonomi. Kebijakan 

ini menunjukkan bahwa pinjaman online legal tidak lagi dipandang sebagai aktivitas pinggiran, 

tetapi sebagai bagian dari sistem keuangan yang harus dikelola dengan prinsip tata kelola, 

transparansi, dan manajemen risiko. 

Pada April 2026, OJK menyampaikan penguatan kebijakan SLIK untuk mendukung 

program 3 juta rumah. Kebijakan pertama adalah penampilan informasi kredit atau pembiayaan 

dalam laporan SLIK hanya untuk nominal di atas Rp1 juta, baik berdasarkan plafon maupun baki 

debet. Kebijakan kedua adalah percepatan pembaruan status pelunasan pinjaman dalam SLIK 

menjadi paling lambat tiga hari kerja setelah pelunasan, dengan implementasi paling lambat 

akhir Juni 2026. OJK juga menegaskan bahwa data SLIK tidak otomatis menentukan diterima 

atau ditolaknya pemberian kredit; SLIK merupakan salah satu bahan pertimbangan, bukan daftar 

hitam. 

Kebijakan tersebut memiliki konsekuensi penting bagi KPR FLPP. Pertama, catatan 

pinjaman digital bernilai kecil tidak semestinya menjadi hambatan dominan apabila berada di 

bawah ambang kebijakan yang ditetapkan. Kedua, calon debitur yang telah melunasi kewajiban 
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dapat lebih cepat melanjutkan proses KPR karena status pelunasan harus diperbarui lebih cepat. 

Ketiga, bank tetap memiliki kewenangan menilai risiko sehingga kebijakan ini tidak berarti 

semua calon debitur otomatis diterima. Keempat, pengembang dan BP Tapera memperoleh 

ruang koordinasi yang lebih baik karena bottleneck administratif akibat data kecil dan 

keterlambatan update dapat dikurangi. 

METODE PENELITIAN 

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi 

kepustakaan dan analisis kebijakan. Pendekatan ini dipilih karena fokus artikel bukan menguji 

hubungan statistik antardata primer, melainkan membangun pemahaman konseptual mengenai 

bagaimana pinjaman online memengaruhi realisasi proses KPR FLPP melalui kerangka SLIK 

OJK. Dengan pendekatan ini, analisis diarahkan pada hubungan logis antara regulasi, perilaku 

keuangan debitur, proses analisis kredit perbankan, dan realisasi program pembiayaan 

perumahan. 

Sumber data sekunder yang digunakan meliputi regulasi dan informasi resmi OJK, antara 

lain POJK Nomor 11 Tahun 2024, SEOJK Nomor 11/SEOJK.01/2024, POJK Nomor 40 Tahun 2024, 

SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2025, dan siaran pers OJK tahun 2026 terkait penguatan kebijakan 

SLIK untuk mendukung program 3 juta rumah. Selain itu, artikel ini menggunakan publikasi BP 

Tapera mengenai realisasi FLPP dan evaluasi penyaluran, serta informasi Kementerian 

Perumahan dan Kawasan Permukiman mengenai kebijakan SLIK untuk rumah subsidi. 

Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, identifikasi kebijakan dilakukan untuk 

melihat posisi LPBBTI dalam SLIK dan perubahan kebijakan terbaru terkait ambang informasi 

Rp1 juta serta pembaruan status pelunasan. Kedua, pemetaan mekanisme dilakukan untuk 

menjelaskan jalur pengaruh pinjaman online terhadap proses KPR FLPP, mulai dari tahap pra-

pengajuan hingga akad. Ketiga, penggabungan kebijakan dilakukan untuk merumuskan 

implikasi bagi OJK, BP Tapera, bank penyalur, pengembang, dan calon debitur. 

Karena artikel ini berbasis data sekunder dan analisis konseptual, hasilnya tidak 

dimaksudkan untuk menyajikan ukuran efek statistik. Untuk pengembangan riset empiris 

berikutnya, model yang disusun dalam artikel ini dapat diuji melalui survei calon debitur FLPP, 

wawancara bank penyalur, data realisasi akad, atau analisis mikrodata anonim mengenai riwayat 

SLIK dan status pengajuan KPR. Dengan demikian, artikel ini berfungsi sebagai landasan 

konseptual dan kebijakan untuk penelitian kuantitatif atau mixed methods pada tahap 

berikutnya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tahapan Proses KPR FLPP dan Titik Masuk Risiko Pinjaman Online 

Proses KPR FLPP secara umum dapat dipahami melalui beberapa tahap: pencarian rumah 

dan pemilihan unit, pemeriksaan kelayakan awal calon pembeli, pengumpulan dokumen, 

pengajuan ke bank penyalur, analisis kredit, pemeriksaan SLIK, penilaian kemampuan 
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membayar, verifikasi unit dan legalitas, persetujuan kredit, akad, dan realisasi pembiayaan. 

Pinjaman online dapat masuk sebagai faktor risiko pada beberapa tahap tersebut. Pada tahap 

awal, calon debitur yang masih memiliki pinjaman digital aktif mungkin mengalami penurunan 

kemampuan membayar karena sebagian pendapatan telah digunakan untuk cicilan lain. Pada 

tahap pemeriksaan SLIK, riwayat pinjaman daring dapat terlihat sebagai fasilitas pembiayaan 

yang memengaruhi penilaian bank. Pada tahap akad, keterlambatan pembaruan status 

pelunasan dapat menyebabkan proses tertunda meskipun kewajiban telah dibayar. 

Dalam praktik pembiayaan perumahan, bank tidak hanya menilai apakah seseorang 

pernah meminjam, tetapi juga melihat pola pembayaran dan eksposur total kewajiban. Pinjaman 

online yang dibayar lancar dapat menunjukkan bahwa calon debitur memiliki pengalaman 

menggunakan kredit dan memenuhi kewajiban. Sebaliknya, pinjaman online yang menunggak 

dapat menunjukkan risiko perilaku pembayaran. Dengan demikian, efek pinjaman online tidak 

selalu negatif. Efeknya tergantung pada nominal, frekuensi, tujuan penggunaan, status 

pembayaran, kolektibilitas, dan kesesuaian beban cicilan dengan pendapatan. 

Pada segmen MBR, sensitivitas terhadap pinjaman online relatif tinggi karena ruang 

pendapatan setelah kebutuhan dasar cenderung terbatas. Cicilan kecil yang terlihat ringan dapat 

mengurangi rasio kemampuan membayar ketika digabungkan dengan kewajiban lain. Jika calon 

debitur memiliki beberapa pinjaman online, maka bank dapat menilai bahwa arus kas rumah 

tangga telah terbebani. Hal ini dapat menurunkan peluang persetujuan KPR atau menunda 

realisasi sampai debitur melunasi kewajiban tertentu. 

Pinjaman Online sebagai Sinyal Risiko dalam Analisis SLIK 

SLIK memberikan informasi yang dapat dibaca bank sebagai sinyal risiko. Sinyal tersebut 

mencakup keberadaan fasilitas kredit, baki debet, plafon, riwayat pembayaran, dan kualitas 

kredit. Ketika pinjaman online masuk ke SLIK, bank memperoleh informasi tambahan mengenai 

perilaku pembiayaan calon debitur di luar perbankan. Dari perspektif bank, informasi tersebut 

bermanfaat karena mengurangi interaksi. Bank tidak lagi hanya mengandalkan pengakuan calon 

debitur mengenai utang yang dimiliki, tetapi dapat melihat sebagian riwayat kewajiban dari 

sistem. 

Namun, pembacaan sinyal risiko harus proporsional. Calon debitur yang pernah memiliki 

pinjaman online tetapi membayar lancar tidak dapat diperlakukan sama dengan calon debitur 

yang memiliki tunggakan berulang. Demikian pula, catatan pinjaman kecil yang telah dilunasi 

seharusnya tidak memiliki bobot risiko yang sama dengan tunggakan besar yang masih berjalan. 

Kebijakan OJK tahun 2026 yang menampilkan informasi SLIK pada kredit atau pembiayaan di 

atas Rp1 juta dapat dipahami sebagai upaya proporsionalisasi informasi agar catatan bernilai 

kecil tidak menjadi hambatan berlebihan bagi akses rumah subsidi. 

Dalam konteks KPR FLPP, risiko utama bukan semata keberadaan pinjaman online, tetapi 

apakah pinjaman tersebut menunjukkan pola pengelolaan keuangan yang tidak sehat. Pola 

seperti gali lubang tutup lubang, penggunaan pinjaman untuk membayar pinjaman lain, 
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pengajuan berulang dalam waktu singkat, atau keterlambatan sistematis dapat menjadi indikator 

risiko yang relevan. Sebaliknya, pinjaman yang digunakan sesekali, bernilai kecil, dan dibayar 

tepat waktu dapat memiliki dampak yang minimal terhadap realisasi KPR. 

Pengaruh terhadap Kapasitas Mengangsur dan Debt Burden Ratio 

Bank penyalur KPR FLPP pada prinsipnya harus memastikan bahwa calon debitur 

memiliki kapasitas membayar cicilan. Salah satu pendekatan yang lazim digunakan adalah 

melihat rasio beban utang terhadap pendapatan atau debt burden ratio. Pinjaman online yang 

masih aktif akan menambah kewajiban bulanan calon debitur. Jika kewajiban tersebut cukup 

besar, kemampuan calon debitur untuk menanggung cicilan KPR akan berkurang. Dalam kasus 

tertentu, bank dapat meminta calon debitur melunasi pinjaman lain terlebih dahulu agar rasio 

kewajiban menjadi lebih sehat. 

Efek pinjaman online pada kapasitas mengangsur dapat bersifat langsung dan tidak 

langsung. Efek langsung terjadi ketika cicilan pinjaman online masuk dalam perhitungan 

kewajiban bulanan. Efek tidak langsung terjadi ketika riwayat keterlambatan menurunkan 

kepercayaan bank terhadap stabilitas arus kas debitur. Dengan demikian, pinjaman online 

memengaruhi dua dimensi sekaligus: kapasitas finansial dan reputasi pembayaran. 

Pada MBR, pengaruh ini semakin penting karena pendapatan bulanan sering berada pada 

batas minimum kelayakan KPR subsidi. Ketika calon debitur memiliki penghasilan Rp 3 juta 

hingga Rp 5 juta, misalnya, tambahan cicilan pinjaman digital dapat mengubah hasil perhitungan 

kelayakan. Dari sudut pandang program, kondisi ini dapat menyebabkan calon pembeli yang 

sebenarnya membutuhkan rumah subsidi gagal melanjutkan akad. Dari sudut pandang bank, 

penolakan atau penundaan dapat dipahami sebagai bagian dari mitigasi risiko agar debitur tidak 

terbebani cicilan melebihi kemampuan. Oleh karena itu, literasi keuangan digital menjadi bagian 

penting dari keberhasilan KPR FLPP. Calon debitur perlu memahami bahwa penggunaan 

pinjaman online menjelang pengajuan KPR dapat memengaruhi analisis bank. Pengembang dan 

sales perumahan juga perlu memberikan edukasi awal agar calon pembeli tidak mengambil 

pinjaman konsumtif baru selama proses pengajuan KPR. Edukasi ini penting karena sebagian 

masyarakat tidak menyadari bahwa kewajiban digital bernilai kecil dapat memengaruhi hasil 

analisis kredit. 

Keterlambatan Pembaruan Data SLIK dan Efeknya terhadap Akad 

Salah satu masalah praktis yang sering muncul dalam proses KPR adalah keterlambatan 

pembaruan status pelunasan. Calon debitur dapat saja telah melunasi pinjaman online atau 

kewajiban lain, tetapi status dalam sistem belum berubah. Dalam kondisi demikian, bank masih 

melihat kewajiban sebagai aktif atau bermasalah sehingga proses analisis tertunda. Bagi program 

FLPP, keterlambatan ini dapat mengganggu realisasi akad, terutama ketika pengembang, bank, 

dan calon debitur sudah berada pada tahap akhir. 

https://doi.org/10.61492/baashima.v4i1.556


Jurnal Bisnis Digital, Akuntansi, Kewirausahaan, dan Manajemen 
(Baashima) 

Published by: Alahyan Publisher Sukabumi  
e-ISSN: 2988-1056 

Volume: 4 Nomor: 1 (April: 2026) pp: 149-163 
DOI: https://doi.org/10.61492/baashima.v4i1.556  

 

158 
 

Kebijakan OJK yang mempercepat pembaruan status pelunasan menjadi paling lambat tiga 

hari kerja memiliki implikasi penting. Kebijakan ini dapat menurunkan biaya waktu bagi calon 

debitur dan pengembang. Calon debitur tidak perlu menunggu terlalu lama agar data 

pelunasannya tercermin dalam SLIK, sementara pengembang dapat mempercepat konversi 

pemesanan menjadi akad. Pada skala nasional, percepatan pembaruan data dapat membantu 

mengejar target realisasi FLPP karena hambatan administratif dapat dikurangi. Namun, 

kebijakan pembaruan tiga hari kerja hanya efektif apabila seluruh pelapor SLIK disiplin 

memperbarui data dan memiliki sistem yang terintegrasi. Jika pelapor terlambat mengirimkan 

data atau terjadi kesalahan data, calon debitur tetap dapat dirugikan. Oleh karena itu, kualitas 

data SLIK harus menjadi agenda utama. OJK perlu memastikan mekanisme pengawasan, 

pengaduan, dan koreksi data berjalan cepat, terutama untuk kasus yang berkaitan dengan 

pembiayaan rumah subsidi. 

Pinjaman Online Legal dan Ilegal 

Pembedaan antara pinjaman online legal dan ilegal penting dalam konteks SLIK. Pinjaman 

online legal yang diselenggarakan oleh LPBBTI berizin dan menjadi pelapor SLIK dapat tercatat 

dalam sistem informasi debitur sesuai ketentuan. Sebaliknya, pinjaman ilegal mungkin tidak 

tercatat secara formal dalam SLIK, tetapi tetap dapat menimbulkan tekanan keuangan, gangguan 

psikologis, penagihan agresif, dan penurunan kemampuan membayar. Oleh karena itu, tidak 

tercatat dalam SLIK bukan berarti tidak berisiko terhadap proses KPR. 

Dari sisi bank, pinjaman ilegal yang tidak tercatat dapat menimbulkan risiko tersembunyi 

karena kewajiban riil debitur lebih besar daripada yang terlihat dalam sistem. Jika calon debitur 

menyembunyikan kewajiban tersebut, bank dapat salah menilai kemampuan membayar. Setelah 

akad KPR terjadi, tekanan dari pinjaman ilegal dapat mengganggu kemampuan debitur 

membayar cicilan rumah. Risiko ini menunjukkan bahwa SLIK perlu dilengkapi dengan analisis 

arus kas, wawancara kredit, dan edukasi keterbukaan kewajiban finansial. 

Dari sisi calon debitur, penggunaan pinjaman ilegal sangat berisiko karena tidak hanya 

menghambat proses KPR, tetapi juga dapat merusak stabilitas keuangan keluarga. Program FLPP 

seharusnya tidak hanya diposisikan sebagai akses kredit rumah, tetapi juga sebagai momentum 

pembenahan perilaku keuangan rumah tangga. Calon debitur perlu diarahkan untuk 

membersihkan pinjaman konsumtif, menata arus kas, menyiapkan dana darurat, dan menjaga 

riwayat pembayaran sebelum mengajukan KPR. 

Kebijakan Ambang Rp 1 Juta 

Kebijakan OJK untuk menampilkan informasi SLIK pada kredit atau pembiayaan dengan 

nominal di atas Rp 1 juta dapat dibaca sebagai kebijakan yang berupaya mengurangi hambatan 

akses KPR subsidi. Kebijakan ini tidak menghapus informasi kredit secara keseluruhan, tetapi 

mengatur informasi yang ditampilkan agar catatan nominal kecil tidak menjadi penghalang 

dominan. Dalam konteks MBR, kebijakan ini relevan karena sebagian calon debitur mungkin 
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memiliki catatan pinjaman digital kecil yang secara substantif tidak menggambarkan risiko gagal 

bayar KPR. Namun, kebijakan ini tidak dapat dipahami sebagai relaksasi tanpa risiko. Bank tetap 

harus menilai kemampuan membayar, karakter pembayaran, dan profil kewajiban calon debitur. 

Apabila seseorang memiliki akumulasi pinjaman di atas ambang kebijakan atau menunjukkan 

pola penggunaan pinjaman yang tidak sehat, bank tetap dapat melakukan mitigasi risiko. OJK 

juga menegaskan bahwa keputusan pemberian KPR tetap menjadi kewenangan bank dengan 

mempertimbangkan prinsip kehati-hatian. 

Secara konseptual, kebijakan ambang Rp 1 juta merupakan upaya menyeimbangkan dua tujuan. 

Tujuan pertama adalah aksesibilitas perumahan, yaitu menghindari penolakan KPR karena 

catatan kecil yang tidak material. Tujuan kedua adalah stabilitas kredit, yaitu memastikan bank 

tetap memperoleh informasi yang cukup untuk menilai risiko. Keseimbangan ini penting karena 

program FLPP tidak boleh berubah menjadi pembiayaan yang longgar tanpa seleksi, tetapi juga 

tidak boleh terlalu ketat hingga menutup akses masyarakat yang sebenarnya layak. 

Dampak terhadap Pengembang dan Rantai Realisasi Penjualan Rumah Subsidi 

Efek pinjaman online tidak hanya dirasakan calon debitur dan bank, tetapi juga 

pengembang. Dalam bisnis rumah subsidi, pengembang bergantung pada kecepatan konversi 

pemesanan menjadi akad KPR. Ketika calon pembeli tertunda karena masalah SLIK, unit yang 

telah dipesan dapat menggantung, arus kas pengembang tertahan, dan target penjualan 

melambat. Pada tingkat kawasan, keterlambatan akad dapat memengaruhi perencanaan 

pembangunan, serah terima rumah, dan hubungan pengembang dengan bank penyalur. 

Dalam kasus catatan pinjaman online, pengembang sering berada pada posisi fasilitator. 

Pengembang membantu calon pembeli memahami dokumen, berkoordinasi dengan bank, dan 

mendorong pelunasan kewajiban tertentu. Namun, pengembang tidak memiliki kewenangan 

menentukan hasil analisis kredit. Oleh karena itu, pengembang perlu memperkuat proses pre-

screening calon pembeli sebelum mengunci unit. Pre-screening dapat mencakup edukasi untuk 

memeriksa SLIK, melunasi pinjaman aktif, menunda pengajuan pinjaman konsumtif baru, dan 

menyiapkan bukti pelunasan. 

Pengembang juga dapat bekerja sama dengan bank penyalur untuk membuat daftar 

periksa keuangan sederhana bagi calon pembeli. Daftar tersebut tidak boleh menggantikan 

analisis kredit bank, tetapi dapat mengurangi risiko calon pembeli gagal di tahap akhir. Misalnya, 

calon pembeli diinformasikan bahwa riwayat pinjaman online, kartu kredit, paylater, koperasi, 

leasing, dan kewajiban lain dapat memengaruhi proses KPR. Edukasi seperti ini membantu 

menciptakan ekspektasi yang realistis dan mengurangi frustrasi calon pembeli. 

Dampak Sosial bagi MBR dan Potensi Eksklusi Finansial 

Pinjaman online sering digunakan oleh kelompok masyarakat yang memiliki akses terbatas 

terhadap kredit formal atau membutuhkan dana cepat. Pada MBR, pinjaman digital dapat 

menjadi alat bertahan menghadapi kebutuhan mendesak seperti kesehatan, pendidikan, 
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transportasi kerja, atau kebutuhan rumah tangga. Namun, ketika riwayat penggunaan pinjaman 

digital kemudian memengaruhi akses KPR FLPP, muncul potensi terputusnya akses layanan 

keuangan. Masyarakat yang paling membutuhkan rumah subsidi justru dapat tersingkir karena 

pernah menggunakan produk kredit berbiaya tinggi atau memiliki catatan kecil. 

Potensi pembatasan akses ini perlu dipahami secara hati-hati. Tidak semua penolakan 

kredit merupakan bentuk ketidakadilan, karena bank memang harus mencegah debitur 

mengambil kewajiban yang tidak mampu dibayar. Akan tetapi, penolakan yang didasarkan pada 

informasi tidak akurat, status pelunasan yang belum terbarui, atau catatan nominal kecil yang 

tidak material dapat dianggap sebagai hambatan administratif yang tidak sejalan dengan tujuan 

sosial FLPP. Karena itu, kebijakan SLIK terbaru dapat menjadi instrumen koreksi agar sistem 

lebih proporsional. Di sisi lain, kesempatan mendapatkan perumahan tidak boleh mengabaikan 

perlindungan debitur. Meloloskan calon debitur yang memiliki beban pinjaman digital 

berlebihan dapat berujung pada gagal bayar KPR, penurunan kualitas hidup, dan risiko 

kehilangan rumah. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih tepat bukan sekadar memperlonggar 

syarat, tetapi membangun asesmen yang lebih adil. Asesmen tersebut perlu membedakan antara 

risiko material dan catatan kecil, antara tunggakan aktif dan kewajiban yang sudah diselesaikan, 

serta antara masalah karakter pembayaran dan masalah teknis pembaruan data. 

Kerangka Konseptual Efek Pinjaman Online terhadap Realisasi KPR FLPP 

Berdasarkan pembahasan di atas, efek pinjaman online terhadap realisasi KPR FLPP dapat 

dirumuskan dalam kerangka konseptual. Variabel awal adalah kepemilikan dan riwayat 

pinjaman online. Variabel ini mencakup jumlah pinjaman, nominal, status aktif atau lunas, 

riwayat keterlambatan, frekuensi pengajuan, dan legalitas penyelenggara. Variabel antara 

pertama adalah informasi SLIK, yaitu bagaimana pinjaman tersebut muncul dalam sistem dan 

dibaca oleh bank. Variabel antara kedua adalah kapasitas mengangsur, yaitu seberapa besar 

pinjaman online mengurangi ruang pendapatan untuk membayar cicilan KPR. Variabel antara 

ketiga adalah persepsi risiko bank, yaitu interpretasi bank terhadap karakter dan kemampuan 

bayar debitur. Variabel hasil adalah realisasi proses KPR FLPP, yang dapat berupa persetujuan, 

penundaan, permintaan pelunasan, penolakan, atau akad. 

Dalam kerangka tersebut, kebijakan SLIK OJK terbaru berperan sebagai variabel moderasi. 

Ambang informasi Rp 1 juta dapat mengurangi efek negatif catatan kecil terhadap proses KPR. 

Pembaruan status pelunasan paling lambat tiga hari kerja dapat mengurangi efek keterlambatan 

administratif. Penegasan bahwa SLIK bukan daftar hitam dapat mengurangi interpretasi kaku 

oleh pelaku pasar. Namun, prinsip kehati-hatian bank tetap menjadi pembatas agar peningkatan 

akses tidak mengorbankan kualitas kredit. 

Kerangka ini menghasilkan beberapa pernyataan. Pertama, pinjaman online aktif dengan 

nilai dan cicilan yang signifikan cenderung menurunkan peluang realisasi KPR FLPP karena 

mengurangi kapasitas mengangsur. Kedua, riwayat keterlambatan pinjaman online cenderung 

meningkatkan persepsi risiko bank. Ketiga, pinjaman online yang telah lunas dan bernilai kecil 
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seharusnya memiliki efek negatif yang lebih rendah, terutama setelah kebijakan ambang Rp 1 

juta dan pembaruan status tiga hari kerja. Keempat, literasi keuangan dan pre-screening oleh 

pengembang dapat memperlemah efek negatif pinjaman online terhadap realisasi KPR. Kelima, 

kualitas data SLIK memediasi hubungan antara riwayat pinjaman online dan keputusan KPR. 

Implikasi Kebijakan bagi OJK, BP Tapera, Bank, Pengembang, dan Debitur 

Bagi OJK, agenda utama adalah memastikan kebijakan SLIK terbaru diimplementasikan 

secara konsisten oleh seluruh pelapor. Ambang informasi Rp 1 juta dan pembaruan status 

pelunasan tiga hari kerja membutuhkan kesiapan sistem, pengawasan, serta mekanisme koreksi 

data yang cepat. OJK juga perlu memperkuat komunikasi publik bahwa SLIK bukan daftar 

hitam, agar masyarakat memahami bahwa catatan kredit adalah informasi risiko, bukan vonis 

otomatis. Penjelasan ini penting untuk mengurangi kepanikan masyarakat dan mencegah 

munculnya jasa ilegal yang mengaku dapat memutihkan SLIK. 

Bagi BP Tapera, data SLIK dapat menjadi instrumen percepatan apabila digunakan sesuai 

ketentuan dan terintegrasi dengan proses verifikasi penerima manfaat. BP Tapera dapat 

mengembangkan dashboard pemantauan hambatan realisasi KPR berdasarkan kategori kendala, 

misalnya SLIK, kemampuan mengangsur, dokumen, unit belum siap, atau legalitas. Dengan 

klasifikasi tersebut, masalah pinjaman online dapat diidentifikasi lebih spesifik, apakah berupa 

tunggakan aktif, status pelunasan belum terbarui, atau kewajiban terlalu banyak. 

Bagi bank penyalur, kebijakan terbaru menuntut analisis yang lebih proporsional. Bank 

perlu membedakan pinjaman kecil yang tidak material dengan kewajiban yang benar-benar 

menekan arus kas. Bank juga perlu memperhatikan tujuan sosial FLPP tanpa mengabaikan risiko. 

Dalam praktik, bank dapat menerapkan pendekatan berbasis kemampuan membayar dan 

perilaku pembayaran, bukan sekadar keberadaan catatan pinjaman online. Bank juga perlu 

menyediakan penjelasan yang jelas kepada calon debitur mengenai alasan penundaan atau 

penolakan, sehingga calon debitur dapat memperbaiki kondisi keuangannya. 

Bagi pengembang, penguatan edukasi calon pembeli menjadi sangat penting. Pengembang 

dapat membuat program literasi singkat sebelum pengajuan KPR, termasuk anjuran untuk tidak 

mengambil pinjaman online baru, melunasi kewajiban kecil, menyimpan bukti pelunasan, dan 

memeriksa data SLIK secara mandiri. Pengembang juga dapat berkoordinasi dengan bank untuk 

mempercepat proses klarifikasi apabila calon debitur telah melunasi kewajiban tetapi status 

belum terbarui. 

Bagi calon debitur MBR, pesan kebijakan yang paling penting adalah menjaga riwayat 

pembayaran dan mengelola pinjaman digital secara disiplin. Sebelum mengajukan KPR FLPP, 

calon debitur sebaiknya memeriksa kewajiban aktif, melunasi pinjaman konsumtif yang tidak 

perlu, menghindari pinjaman baru, menyiapkan dana darurat, dan memastikan bukti pelunasan 

tersimpan. Calon debitur juga perlu memahami bahwa pinjaman online ilegal dapat merusak 

stabilitas keuangan meskipun tidak selalu tercatat dalam SLIK 
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KESIMPULAN 

Pinjaman online memiliki efek nyata terhadap realisasi proses KPR Perumahan FLPP, 

terutama setelah penyelenggara LPBBTI masuk dalam ekosistem pelaporan SLIK. Efek tersebut 

tidak bersifat tunggal dan tidak selalu negatif. Pinjaman online dapat menjadi catatan positif 

apabila dikelola secara disiplin dan dibayar tepat waktu. Namun, pinjaman online dapat 

menghambat realisasi KPR apabila menambah beban cicilan, menurunkan kapasitas 

mengangsur, menimbulkan riwayat keterlambatan, atau belum diperbarui status pelunasannya 

dalam SLIK. Kebijakan SLIK OJK terbaru pada 2026 merupakan langkah penting untuk 

menyeimbangkan fasilitas pembiayaan perumahan dengan prinsip manajemen risiko. Penetapan 

bahwa informasi SLIK yang ditampilkan adalah kredit atau pembiayaan dengan nominal di atas 

Rp 1 juta dapat mengurangi hambatan akibat catatan kecil. Percepatan pembaruan status 

pelunasan menjadi paling lambat tiga hari kerja dapat mempercepat proses pengajuan KPR, 

khususnya bagi calon debitur yang telah menyelesaikan kewajiban. Penegasan bahwa SLIK 

bukan daftar hitam juga penting untuk menghindari interpretasi yang terlalu kaku. Meskipun 

demikian, kebijakan tersebut tidak berarti bank wajib menyetujui seluruh pengajuan KPR FLPP. 

Keputusan kredit tetap berada pada bank penyalur dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian 

dan mitigasi risiko. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan bergantung pada kemampuan bank 

membaca data secara proporsional, kesiapan pelapor memperbarui data, peran BP Tapera dalam 

koordinasi program, serta literasi keuangan calon debitur. Program FLPP membutuhkan 

keseimbangan antara akses dan keberlanjutan: semakin inklusif tanpa mengabaikan kemampuan 

bayar. 

Artikel ini merekomendasikan beberapa langkah, diantaranya : 

1. OJK perlu memperkuat pengawasan kualitas data SLIK, terutama data LPBBTI. 

2. BP Tapera perlu memetakan kendala SLIK secara lebih rinci agar intervensi kebijakan lebih 

tepat.  

3. Bank penyalur perlu menerapkan analisis yang membedakan catatan kecil, kewajiban aktif, 

dan risiko pembayaran yang substantif.  

4. Pengembang perlu menjalankan pre-screening dan edukasi keuangan kepada calon 

pembeli rumah subsidi.  

5. Calon debitur perlu menghindari pinjaman online konsumtif menjelang pengajuan KPR 

dan memastikan seluruh kewajiban tercatat lunas sebelum proses akad. 
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